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1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara tingkat pengangguran dengan belanja 

daerah, Pembayaran rendah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Data Panel dengan perangkat lunak 
Eviews 10 untuk menguji gabungan data cross-sectional dan time series dari 25 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 
2023. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengangguran di kabupaten/kota 
tersebut dipengaruhi secara positif dan mengesankan oleh Pembayaran rendah, 
tetapi secara negatif oleh PDRB. Terdapat pengaruh negatif dari belanja daerah, 

meskipun secara statistik tidak mengesankan. Tingkat pengangguran dipengaruhi 
secara mengesankan dan menguntungkan oleh PDRB, belanja daerah, dan 
Pembayaran rendah secara keseluruhan. Untuk mengurangi pengangguran, 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memprioritaskan peningkatan 
pertumbuhan PDRB dan melaksanakan kebijakan belanja daerah dan 
Pembayaran rendah. 
 

Setiap negara menangani pengangguran dengan 

caranya sendiri, meskipun negara maju dan negara 

berkembang memiliki pendekatan yang berbeda 

terhadap masalah ini. Berbeda dengan negara maju, 

banyak negara berkembang tidak menyediakan jaminan 

sosial bagi warga negaranya yang menganggur. Baik 

ekonomi maupun masyarakat menderita ketika orang 

menganggur. Kekurangan lapangan kerja yang tersedia 

relatif terhadap angkatan kerja yang terus bertambah 

merupakan penyebab umum pengangguran, klaim 

Bangun (2023). Lulusan baru berhadapan dengan 

pekerja yang lebih berpengalaman di pasar kerja yang 

semakin kompetitif saat ini, yang semakin diperburuk 

oleh kemajuan teknologi yang membutuhkan 

kemampuan beradaptasi tenaga kerja yang cepat. Salah 

satu ukuran utama kesehatan ekonomi adalah tingkat 

pengangguran. Diduga sebagai akibat dari epidemi 

COVID-19, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera 

Utara naik dari 5,4% pada tahun 2019 menjadi 6,91% pada 

tahun 2020. Menurut Yetty (2019), PHK massal berdampak 

negatif pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas 

ekonomi. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan 

pelatihan keterampilan menjadi prioritas pemerintah 

Sumatera Utara. Meskipun pemerintah Indonesia telah 

menerapkan program-program seperti jaminan sosial dan 

pengembangan UKM dalam upaya menurunkan 

pengangguran, masih terdapat kendala, terutama pada 

sektor-sektor yang terdampak keras oleh krisis ekonomi. 

Oleh karena itu, untuk menciptakan strategi yang efektif, 

penting untuk menganalisis perkembangan pengangguran di 

Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023. Anda dapat 

melihat tingkat pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 

2019 hingga 2023 pada gambar di bawah ini:  
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Sumber : BPS Sumatera Utara , (202 3 ) 

Gambar l1 lAngka lPengangguran ldi lProvinsi 

lSumatera lUtara lTahun l2019-2023 l(Persen) 

Tingkat pengangguran di Sumatera Utara akan 

berfluktuasi antara tahun 2019 dan 2023, menurut 

statistik. Epidemi COVID-19 menyebabkan PHK yang 

meluas dan pertumbuhan penduduk melampaui prospek 

pekerjaan, mendorong tingkat pengangguran dari 5,41 

persen pada tahun 2019 menjadi 6,91 persen pada tahun 

2020. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatnya permintaan pekerja di industri seperti 

pariwisata dan manufaktur, tingkat pengangguran turun 

dari 6,1% pada tahun 2021 menjadi 5,89% pada tahun 

2023. Beberapa faktor ekonomi, termasuk produk 

domestik bruto, pengeluaran daerah, dan Pembayaran 

rendah, dikaitkan dengan pengangguran. Aturan umum 

adalah bahwa ketika output meningkat, PDRB 

meningkat dan pengangguran turun sebagai akibat dari 

meningkatnya permintaan pekerja. Di sisi lain, ketika 

PDRB turun, permintaan tenaga kerja juga turun. Di sisi 

lain, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, 

pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan 

kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja 

dan permintaan pasar memperumit hubungan antara 

PDRB dan pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 

2019 hingga 2023. 

Untuk tahun 2019–2023, angka PDRB Provinsi 

Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 

 

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023 

Gambar 2  lProduk lDomestik lRegional lBruto (PDRB) 

Atas lDasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2019-2023 (Rupiah) 

Akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada 

berbagai sektor, termasuk pariwisata dan transportasi, 

PDRB Sumatera Utara turun dari Rp541.166,96 pada tahun 

2019 menjadi Rp541.504,21 pada tahun 2020, menurut data 

tersebut. Produksi turun dan pengangguran meningkat 

sebagai akibat dari penurunan PDRB (Arizal, 2019). 

Meskipun demikian, PDRB tumbuh cukup signifikan dari 

tahun 2021 ke tahun 2023, yaitu mencapai Rp556.836,09 

pada tahun 2021, Rp582.032,82 pada tahun 2022, dan 

Rp610.698,65 pada tahun 2023. 

Pemulihan ekonomi pascapandemi, khususnya di 

sektor usaha pengolahan nonmigas, dan meningkatnya daya 

beli menjadi faktor utama pendorong ekspansi tersebut 

(Sari, 2021). Angka pengangguran pun menurun selama 

kurun waktu tersebut, yang sejalan dengan korelasi antara 

kenaikan PDRB dan turunnya angka pengangguran (Fikri & 

Anis, 2023). Untuk mendanai pertumbuhan dan mencapai 

tujuan yang ditetapkan, peningkatan pendapatan daerah 

menjadi hal yang penting. Semakin besar pendapatan 

daerah, semakin banyak pula dana yang tersedia untuk 

pertumbuhan karena digunakan untuk amenitas dan 

infrastruktur. Sebaliknya, belanja daerah ditujukan untuk 

mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan menambah sumber keuangan daerah 

melalui penyediaan fasilitas dan dorongan kegiatan daerah. 

Tren belanja daerah Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 

2023 adalah sebagai berikut: 
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Sumber : BPS Sumatera Utara 2023 

Gambar 3 Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2019-2023 (Rupiah) 

Data tersebut menunjukkan perkembangan belanja 

daerah di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga tahun 

2023. Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas 

ekonomi, penerimaan pajak, dan keterlambatan proyek 

sehingga menyebabkan belanja daerah turun dari 

Rp44.695.757.009 pada tahun 2019 menjadi 

Rp44.695.324.504 pada tahun 2020. Belanja daerah 

meningkat dari Rp45.445.328.446 pada tahun 2021 

menjadi Rp49.422.808.390 pada tahun 2023 didorong 

oleh pemulihan dunia usaha pascapandemi yang 

meningkatkan aktivitas bisnis dan permintaan layanan 

publik. 

Angka pengangguran selama ini mengalami 

penurunan, sesuai dengan penelitian yang menunjukkan 

bahwa belanja daerah dapat menurunkan pengangguran 

(Naza et al., 2020). Namun, penelitian lain 

menunjukkan hal yang sebaliknya (Huda & 

Karsudjono, 2021). Rendahnya upah menjadi masalah 

terbesar ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Hal ini 

menyebabkan tingginya angka pengangguran karena 

jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Berikut ini adalah 

lintasan upah rendah Sumatera Utara dari tahun 2019 

hingga 2023: 

 

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023 

Gambar 4 Upah Minimum Di Sumatera Utara 

2019-2023 (Rupiah) 

Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara (UMP) 

berdasarkan data tahun 2023 mengalami kenaikan dari 

Rp2.303.403 pada tahun 2019 menjadi Rp2.710.493 pada 

tahun 2023. Kenaikan UMP berpotensi menaikkan biaya 

produksi yang pada gilirannya dapat menyebabkan pelaku 

usaha melakukan PHK sebagai upaya penghematan 

sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran (Fikri & 

Anis, 2023). Inflasi dan pembangunan ekonomi biasanya 

menjadi pemicu kenaikan UMP. Di sisi lain, berdasarkan 

penelitian (Yetty et al., 2019) terdapat korelasi positif antara 

UMP dengan angka pengangguran dan data tahun 2020-

2022 saat UMP dinaikkan menunjukkan angka 

pengangguran juga mengalami kenaikan. Upaya pemerintah 

untuk menekan angka pengangguran belum sepenuhnya 

berhasil di Sumatera Utara yang pada tahun 2023 angka 

pengangguran diperkirakan mencapai 6,16 persen. 

Pemerintah Provinsi berharap dapat menurunkan angka 

pengangguran dengan cara menaikkan PDRB, 

mengalokasikan dana lebih besar ke daerah, dan 

menetapkan UMP. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Tingkat Pengangguran 

Terdapat hubungan antara penawaran dan 

permintaan tenaga kerja dan Pembayaran; fleksibilitas upah 

memengaruhi tingkat pengangguran. Meskipun kesempatan 

kerja penuh dimungkinkan dalam keadaan ideal, permintaan 

pekerja menurun selama masa krisis ekonomi (Kaufman & 

Hotchkiss, 1999; Soeharjoto & Oktavia, 2021). Setiap orang 

yang tidak bekerja baik mereka yang sedang aktif mencari 

pekerjaan, memulai perusahaan, atau sekadar tidak yakin 
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akan mendapatkan pekerjaan—dianggap sebagai 

pengangguran (Kuncoro, 2015). Ranis dan Fei 

mendukung argumen Lewis, yang menunjukkan bahwa 

pengangguran tinggi juga terjadi di empat negara 

berkembang dengan populasi tenaga kerja yang besar. 

 Peningkatan tenaga kerja akan berdampak negatif 

pada daya beli konsumen, pembayaran, dan produsen, 

menurut Keynes, yang berpendapat bahwa pasar bebas 

tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran. 

 

PDRB 

Sukirno (2012) menyatakan bahwa PDRB 

adalah jumlah nilai tambah bruto semua sektor ekonomi 

di suatu negara atau daerah. Jika output dikurangi 

dengan biaya produksi, maka hasilnya adalah nilai 

tambah bruto. 

Pendapatan (termasuk pembayaran dan 

pembayaran), biaya (termasuk sewa dan penyusutan), 

dan pajak tidak langsung neto merupakan komponen 

nilai tambah bruto. Angka PDRB dihitung dengan 

menggabungkan nilai tambah bruto dari berbagai sektor. 

Produk regional bruto (PDRB) adalah ukuran nilai 

tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis di suatu 

wilayah selama periode waktu tertentu (BPS, 2007). 

Ada dua cara untuk melihat PDRB: pertama, menurut 

sektor bisnis, yang mencakup semua kegiatan ekonomi 

di wilayah tersebut dan nilai kontribusinya; kedua, 

menurut penggunaan, yang mencakup nilai konsumsi 

akhir. 

 

Belanja Daerah 

Anggaran tidak hanya mengumpulkan pajak dan 

menyediakan dana, tetapi juga mengendalikan berapa 

banyak pengeluaran pemerintah. Setahun adalah jangka 

waktu yang paling umum untuk penyusunan anggaran, 

namun jangka waktu yang lebih pendek atau lebih 

panjang juga dimungkinkan (Wirawan, 2019). 

Belanja daerah menurut (Saniah & Murtala, 

2024) diartikan sebagai pengeluaran daerah yang 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. Dari dana anggaran belanja daerah 

tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal sesuai 

dengan kebutuhan daerah. Semua pengeluaran yang 

bersumber dari kas umum daerah, sebagaimana dijelaskan 

oleh Darise (2008), merupakan bagian dari belanja daerah 

yang merupakan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali 

sehingga mengurangi penyertaan uang. Menurut Armaja 

dkk. (2017) dan Mahmudi (2006), investasi daerah 

merupakan janji pemerintah daerah untuk mengurangi 

kekayaan bersih dari transaksi sebelumnya. 

Upah Minimum 

 Untuk melindungi karyawan dari kompensasi rendah 

yang eksploitatif, bisnis diharuskan untuk mematuhi undang-

undang Pembayaran Rendah. Peraturan ini sangat cocok 

untuk pekerja bergaji rendah dan kelas menengah karena 

hukuman yang menyertai penerapannya (Sungkar, 2015). 

Penting untuk berhati-hati saat menggunakan Pembayaran 

Rendah untuk mengurangi kemiskinan, karena dampaknya 

bergantung pada bagaimana keluarga terstruktur dalam hal 

pekerjaan. 

 Untuk menghindari kekecewaan pekerja 

berketerampilan rendah atau munculnya kesempatan kerja 

tidak tetap, penting untuk menetapkan Upah Rendah pada 

tingkat yang sesuai; menetapkan Upah Rendah terlalu 

rendah dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai 

tujuan (ILO, 2011). Upah bulanan terendah yang terdiri dari 

Upah Pokok dan Tunjangan Tetap ditetapkan sebagai Upah 

Rendah menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 

Tahun 1999. Di sisi lain, Gubernur menetapkan batas bawah 

Upah Rendah provinsi. 

 

Hubungan Faktor Independen dengan Faktor Dependen 

1. Hubungan lantara lProduk lDomestik lRegional 

lBruto l(PDRB) ldan lTingkat lPengangguran 

Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran 

dengan PDRB, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang 

diproduksi di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. 

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, PDRB 

menjelaskan pertumbuhan dan kinerja perekonomian. 

Perluasan perekonomian yang ditunjukkan dengan kenaikan 

PDRB dapat menciptakan kesempatan kerja tambahan. 

Arizal (2019) menyatakan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka berkorelasi negatif dengan PDRB, yang 
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menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dapat menurunkan 

tingkat pengangguran dan penurunan PDRB dapat 

menaikkannya. Korelasi ini sejalan dengan Hukum 

Okun yang menyatakan bahwa secara rata-rata tingkat 

pengangguran yang lebih rendah dikaitkan dengan 

PDRB yang lebih tinggi.  

2. Hubungan antara Pengeluaran Daerah dan 

Tingkat Pengangguran 

Ada harapan bahwa pertumbuhan akan didukung 

dan bahwa tujuan yang direncanakan akan tercapai lebih 

cepat dengan peningkatan pendapatan daerah. 

Infrastruktur lokal dan pusat komunitas didanai oleh 

pendapatan pajak daerah. Sumber daya yang lebih besar 

tersedia untuk investasi dan pengeluaran seiring dengan 

meningkatnya pendapatan daerah. Tujuan pengeluaran 

daerah adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi 

dan menyediakan fasilitas masyarakat yang sangat 

dibutuhkan. Akan ada peningkatan pendapatan daerah 

sebagai akibat dari pengangguran yang lebih rendah dan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik yang 

disebabkan oleh lebih banyak aktivitas. Baik 

pengeluaran wajib maupun opsional dimasukkan dalam 

pengeluaran daerah oleh berbagai entitas dan lembaga 

daerah (Naza et al., 2020). 

 

3. Hubungan Antara Upah Minimum dan 

Tingkat Pengangguran 

Tingkat pengangguran di suatu wilayah dipengaruhi 

oleh Pembayaran. Jumlah orang yang dipekerjakan 

sangat dipengaruhi oleh gaji yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Beberapa orang mungkin menolak posisi 

dengan gaji rendah untuk menghindari pembayaran gaji 

yang tinggi (Alghofari, 2009). Di sisi lain, peningkatan 

tingkat pengangguran dapat disebabkan oleh 

Pembayaran yang ditetapkan pada tingkat yang sangat 

rendah. Peningkatan Pembayaran , dilihat dari sudut 

pandang bisnis, menyebabkan lebih banyak biaya 

produksi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan 

penurunan efisiensi dan, akhirnya, PHK, yang pada 

gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. 

 

 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual mengenai pengaruh PDRB, 

belanja daerah dan upah minimum terhadap tingkat 

pengangguran di Sumatera Utara adalah : 

 

Gambar Kerangka Konseptual 

 

Hipotesa 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka kerja yang 

telah dibahas sebelumnya, berikut ini adalah hipotesis kerja 

penelitian ini. 

H1: Tingkat Pengangguran Sumatera Utara mungkin 

dipengaruhi secara negatif oleh PDRB. 

H2: Tingkat pengangguran di Sumatera Utara mungkin 

dipengaruhi secara negatif oleh pengeluaran daerah. 

H3: Dipercayai bahwa menaikkan Gaji Rendah dapat 

membantu menurunkan tingkat pengangguran di 

Sumatera Utara. 

H4: Tingkat pengangguran di Sumatera Utara mungkin 

dipengaruhi oleh PDRB, belanja daerah, dan gaji yang 

rendah. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Tipe dan Sumber Data 

Data kuantitatif yang berupa nilai-nilai numerik 

digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini diperoleh dari 

sumber sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) (Yudisthira & Budhiasa, 2013). 

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan 

gabungan data time series tahun 2019–2023 dengan data 

cross-sectional dari 25 kabupaten/kota. Delapan 
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kabupaten/kota tidak memiliki statistik Pembayaran 

yang rendah, sehingga kami harus memilih 25 

kabupaten/kota. 

 

 

Pengumpulan data 

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang 

diperoleh dari laman yang diterbitkan Badan Informasi 

Pusat (BPS). 

 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, 

yaitu pendekatan analisis data yang memadukan 

informasi time series dan cross-sectional. Karena sifat 

observasi yang termasuk dalam data panel bersifat lintas 

sektor dan lintas waktu, maka tidak mungkin untuk 

menghilangkan heterogenitas secara menyeluruh. 

Hasilnya, kami memperoleh persamaan berikut untuk 

model studi kami: 

 

𝑻𝑷𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒐𝒈𝑷𝑫𝑹𝑩𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒐𝒈𝑩𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝒐𝒈𝑼𝑴𝒊𝒕

++𝜺𝒊𝒕 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi lSumatera lUtara lyang lmemiliki lluas 

lwilayah l71.680,68 lkm² lmenempati lsekitar l3,72 lpersen 

ldari ltotal lluas lwilayah lIndonesia ldan lterletak ldi lantara 

l10°-40° lLintang lUtara ldan l98°-100° lBujur lTimur. 

lWilayah lini lmemiliki l162 lpulau, l6 ldi lantaranya lterletak 

ldi lsepanjang lpantai. 

Pantai, ldan l156 ldi lBarat. lBatas lutara ladalah lProvinsi 

lAceh, lbatas lselatan ladalah lProvinsi lRiau ldan lSumatera 

lBarat, lbatas lbarat ladalah lSamudra lHindia, ldan lbatas 

ltimur ladalah lSelat lMalaka. lLokasinya lyang lstrategis ldi 

lSelat lMalaka, lantara lSingapura, lMalaysia, ldan 

lThailand, lmenjadikannya ljalur lpenting lbagi 

lperdagangan linternasional. 

Penentuan Teknik Estimasi Data Panel 

Dalam menentukan model terbaik terdapat dua 

cara yang digunakan dalam regresi data panel yaitu 

yang pertama Uji Chow yang digunakan untuk memilih 

antara model commond effect atau model fixed effect. Kedua, 

Uji Hausman yang digunakan memilih antara fixed effect dan 

random effect yang terbaik dalam estimasi data panel. 

Tabel 1 

Hasil Uji Chow 

 

Sumber: Data diolah peneliti 2024 

Nilai probabilitas Chi-Square adalah 0,0000, yang 

berasal dari Tabel Uji Redundant FEM, yang kurang dari α 

5% (0,05). Dengan demikian, Common FEM tidak cocok 

untuk penyelidikan ini; sebaliknya, FEM lebih cocok. Oleh 

karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke REM setelah 

memilih FEM. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Hausmant 

Sumber: Data diolah peneliti 2024 

Nilai kemungkinan Chi-Square adalah 0,0084, yang 

lebih kecil dari α 5% (0,05), menurut temuan Tabel Uji 

Hausman. Hal ini membuktikan bahwa, dibandingkan 

dengan model efek acak, model efek tetap lebih unggul. 

Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan 

karena model ini adalah yang terbaik. 

 

Analisis Data Panel 

Model yang terpilih dalam penelitian ini yaitu fixed 

effect model. Berikut adalah hasil regresi fixed effect model 

yang merupakan model terpilih : 
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Tabel 3 

Fixed Effect 

 

Sumber : Data diolah peneliti 2024 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diperoleh 

persamaan hasil regresi sebagai berikut: 

𝑻𝑷𝒊𝒕 = 𝟒𝟎,𝟓𝟑𝟔− 𝟖,𝟒𝟏𝟏𝟗𝑳𝒐𝒈𝑷𝑫𝑹𝑩𝒊𝒕 − 𝟏,𝟏𝟔𝟏𝟒𝑳𝒐𝒈𝑩𝑫

+ 𝟕,𝟔𝟎𝟎𝟒𝑳𝒐𝒈𝑼𝑴𝒊𝒕 

Di Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran akan 

mendekati 40,5% jika PDRB, Belanja Daerah, dan Upah 

Rendah semuanya ditetapkan nol, menurut temuan 

regresi, yang menunjukkan nilai konstan (β0) sebesar 

40,536. Dengan koefisien PDRB (β1) sebesar 8,4119, 

Tingkat Pengangguran diperkirakan akan turun sebesar 

0,0841 persen untuk setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, 

dengan asumsi Konsumsi Metropolitan dan Upah 

Rendah tetap sama. Tidak ada pengaruh yang 

mengesankan dari Koefisien Belanja Daerah (β2) 

sebesar 1,1614 terhadap Tingkat Pengangguran karena 

secara statistik tidak mengesankan (nilai-P = 0,2762 > 

0,05). Apabila PDRB dan Belanja Daerah tetap sama, 

maka kenaikan 1% pada Pembayaran Rendah akan 

mengakibatkan kenaikan 0,076 persen pada Tingkat 

Pengangguran, sebagaimana ditunjukkan oleh Koefisien 

Pembayaran Rendah (β3) = 7,6004. 

Hasil Uji (Uji-t) 

Uji parsial dilakukan apabila nilai t statistik > t 

tabel, maka variabel independen tersebut berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Cara mendapatkan t tabel : (n-k) 

= 125-4 = 121. Berikut ini hasil pengujian secara parsial 

dalam penelitian ini, pada α 5% = 1,980. 

Tabel 4 

Uji Parsial (Uji-t) 

 

Sumber: Data diolah peneliti 2024 

Berdasarkan data pada tabel, PDRB mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak terlalu besar terhadap tingkat 

pengangguran di 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara (t-

hitung = -2,817914 < t-tabel = 1,980), dengan keyakinan 

0,0029 < 0,05. Dengan nilai kemungkinan 0,2762 > 0,05, 

Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif yang dapat 

diabaikan terhadap tingkat pengangguran, karena nilai t-

tabel sebesar 1,980 lebih kecil dari nilai Koefisien Belanja 

Daerah sebesar -1,095107. Nilai t-hitung sebesar 2,892557 

yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,980 

menunjukkan bahwa Pembayaran Rendah mempunyai 

pengaruh positif yang cukup besar terhadap tingkat 

pengangguran, dengan nilai kemungkinan 0,0047 < 0,05 

untuk faktor Pembayaran Rendah. 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

Apabila F statistik > F tabel dengan tingkat 

probabilitas maka secara bersama-sama mempengaruhi 

tingkat pengangguran. f tabel (k-1) (n-k) = (4-1) (125-4) = 

(3) (121) hasilnya pada 2,68. Berikut hasil pengujian 

simultan (uji F) pada penelitian ini :  

Tabel 5 

Uji Simultan (F) 

 

Sumber: Data diolah peneliti 2024 

Berdasarkan data pada tabel, nilai F-statistik sebesar 

26,92088 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,68 dan 

kemungkinan perbedaan tersebut adalah 0,000000 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa di 25 kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran dipengaruhi 
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secara signifikan dan positif oleh PDRB, belanja daerah, 

dan gaji yang rendah secara bersamaan. 

  

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi𝑹𝟐 

Koefisien Adjusted R-Squared Apabila 

mendekati 0 maka hubungan antar variabel bebas dan 

terikat sangat lemah. Apabila mendekati satu hubungan 

variabel bebas dan terikat sangat kuat. 

Tabel 6 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R 
2 

 

Sumber: Data diolah peneliti 2024 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi 

Log(PDRB), Log(BD), dan Log(UM) secara bersamaan 

menyumbang 84,94% varians Tingkat Pengangguran 

(TP), dengan nilai R² yang Disesuaikan sebesar 0,8494 

8. Faktor-faktor lain yang tidak dibahas di sini 

menyumbang 15,06% sisanya. 

Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran 

Penelitian ini menemukan bahwa di kabupaten 

dan kota di Provinsi Sumatera Utara, tingkat 

pengangguran dipengaruhi secara negatif dan 

mengesankan oleh PDRB, belanja daerah, dan gaji yang 

rendah. Konsisten dengan teori bahwa peningkatan 

PDRB merangsang permintaan tenaga kerja dan 

menciptakan lapangan kerja baru, kenaikan PDRB 

menurunkan tingkat pengangguran. Fikri dan Anis 

(2023) menunjukkan bahwa PDRB menurunkan 

pengangguran, dan penelitian kami sependapat dengan 

mereka. Sebaliknya, (Wahyuni & Murtala, 2019) 

menemukan bahwa PDRB meningkatkan pengangguran. 

 

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Penelitian ini tidak menemukan hubungan yang 

signifikan secara statistik antara belanja daerah dengan 

tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara. Bahwa belanja daerah secara signifikan 

dan negatif mempengaruhi pengangguran bertentangan 

dengan konsep awal. Mungkin ada kesenjangan 

keterampilan antara tenaga kerja saat ini dan kebutuhan 

pekerjaan baru, itulah sebabnya belanja daerah belum 

berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dana 

yang seharusnya digunakan untuk inisiatif penyerapan 

tenaga kerja lebih sering digunakan untuk operasi internal 

dan belanja pegawai. Lebih lanjut, Naza et al. (2020) dan 

teori Keynesian sama-sama berpendapat bahwa belanja 

daerah secara signifikan mengurangi pengangguran, oleh 

karena itu hasil ini bertentangan dengan keduanya. 

 

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, upah rendah 

berpengaruh positif dan mengesankan terhadap tingkat 

pengangguran. Dengan demikian, teori awal benar; 

menaikkan upah rendah dapat menyebabkan kenaikan 

tingkat pengangguran. Perusahaan dapat memilih untuk 

mengotomatisasi pekerjaan atau mengurangi jumlah pekerja 

sebagai respons terhadap upah rendah yang tinggi, yang 

dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Sejalan dengan 

kesimpulan ini, penelitian Yetty dkk. (2019) menunjukkan 

korelasi positif dan secara statistik mengesankan antara upah 

rendah dan tingkat pengangguran; namun, penyelidikan 

Haikal (2023) menemukan yang sebaliknya, dengan efek 

negatif dan tidak mengesankan dari upah rendah terhadap 

pengangguran. 

 

5. PENUTUPAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan : 

1. Angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sangat 

dipengaruhi oleh PDRB, angka pengangguran terlihat 

menurun apabila PDRB dinaikkan. 

2. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tidak 

dipengaruhi oleh pengeluaran daerah. 

3. Peningkatan upah rendah mempunyai dampak positif dan 

mengesankan secara statistik terhadap tingkat 

pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. 
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4.Terdapat hubungan yang kuat antara Tingkat 

Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dengan 

PDRB, Belanja Daerah, dan Rendahnya Upah secara 

bersamaan. 

Saran 

Berdasarkan penelitian, berikut beberapa saran: 

1. Terkait Negara: Utamakan pendanaan daerah yang 

adil untuk pembangunan infrastruktur dan amenitas 

daerah. Tingkatkan PDRB dengan menggenjot investasi 

dan produktivitas, terutama di sektor-sektor vital 

Sumatera Utara, agar semakin banyak orang yang dapat 

memperoleh pekerjaan. Selain itu, buat aturan 

pembayaran yang dapat membantu para pekerja dan 

membuat mereka lebih produktif. 

2. Dalam rangka membantu Dinas Tenaga Kerja 

Sumatera Utara dalam mencapai tujuannya yaitu 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan 

produktivitas masyarakat, maka perlu dilaksanakan 

program pemberian modal dan pelatihan keterampilan. 

3. Peneliti di Masa Depan: Jadikan temuan penelitian ini 

sebagai titik awal, tetapi pikirkan untuk memperluasnya 

agar mencakup faktor tambahan yang mungkin 

memiliki dampak lebih besar pada tingkat 

pengangguran. 
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